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TINGKATKAN KESADARAN HUKUM WBP

PKBH FH UMY Penyuluhan Hukum di Rutan Yogya

YOGYA (MERAPI) - Pusat Kon-
sultasi dan Bantuan Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (PKBH FH UMY) bekerja
sama dengan Rutan Kota Kelas ITA Kota
Yogyakarta menyelenggarakan penyu-
luhan hukum bagi warga binaan pe-
masyarakatan (WBP) Rutan Kota
Yogyakarta, beberapa waktu lali.

”Sampai saat ini kami konsisten terus
berupaya menciptakan akses bagi para
pencari keadilan hukum,” ujar La Ode M
Rafiud Darajat SH, advokat sekaligus
Koordinator Penanganan Perkara
Litigasi dan Nonlitigasi PKBH FH UMY
kepada wartawan, Rabu (14/6).

Selain La Ode M Rafiud Darajat, hadir
juga pemateri Dr King Faisal Sulaiman

UMY dan Dosen di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogya-
karta, +

Selain itu, kegiatan tersebut digelar
untuk meningkatkan kesadaran hukum
dan kapasitas diri warga binaan pe-
masyarakatan di Rumah Tahanan Kota
Yogyakarta. Minimnya pengetahuan
hukum warga binaan pemasyarakatan
terkait hak-hak untuk dapat mengakses
bantuan hukum gratis yang disediakan
negara sesuai UU No 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum sehingga hal
itu perlu diperhatikan.

Kegiatan tersebut juga sebagai bentuk
komitmen PKBH FH UMY untuk hadir
sebagai Organisasi Bantuan Hukum
(OBH) yang senantiasa mewujudkan ak-

kesamaan di hadapan hukum (equality
before the law) terhadap warga miskin
yang seringkali termarjinalkan.

Selama ini akses pada keadilan bagi
rakyat miskin, masih menjadi persoalan,
bukan hanya karena keterbatasan mem-
peroleh informasi yang disebabkan oleh
kurangnya akses kepada orang, lembaga
atau institusi penyedia layanan yang da-
pat memudahkan perolehan keadilan.

Menurut La Ode M Rafiud SH, jamin-
an ‘-bahwa setiap warga negara tanpa
mem ang kaya (the have) atau
yang miskin (the have not) memiliki ke-
dudukan yang sama dihadapan hukum
(equality before the law) dan mendapat-
kan akses terhadap keadilan.

Menurutnya, sistem hukum harus da-
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orang dan sistem hukum harus menq
garah kepada hasil yang adil, baik untuly
individu maupun masyarakat umum. ,}

Access to justice atau akses terhadap
keadilan adalah Aspek yang sangat pen-
ting dari supremasi hukum dalam kon|
teks pembangunan hukum dan manusia
dan diartikan sebagai peluang atau key
sempatan bagi semua orang dalam mema
peroleh keadilan (justice for all).

Kegiatan ini bagian dari tugas advokat
atau pengacara berkaitan dengan ke,
dudukan profesi advokat sebagai pemj
beri bantuan hukum, advokat sebagaj
officium nobile (profesi yang mulia);
"Kedudukan .ini memberikan advokat
untuk menjalankan profesi sesuai dey
ngan tuntutan moral dan etiknya,” tegas
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